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LAMPIRAN
KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang : Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,  Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran Tahun 2022.  

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekali sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja Organisasi. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian diharapkan juga membawa dampak terhadap perbaikan perekonomian masyarakat Pesawaran.

 Demikian Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah Tahun 2022 ini kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak

          Gedong Tataan,  1  Maret  2023
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,       

 Statistik dan Persandian

Kabupaten Pesawaran
JAYADI YASA. S.STP.,M.IP

Pembina / IVa
NIP.198301132001121003

BAB I

PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
Berdasarkan Berdasarkan Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang : Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran. dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran

B. GAMBARAN UMUM
1.   Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Untuk menyelengarakan tugas pokoknya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

a.
Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

b.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

c.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
d.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

e.
Pelayanan administratif.
2. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan Peraturan Derah Kabupaten Pesawaran Nomor 24 Tahun 2022 adalah sebagai berikut : (Terlampir)

STRUKTUR ORGANISASI





DISKOMINFOTIKSAN




KABUPATEN PESAWARAN
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    KepalaDinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran
JAYADI YASA, S.STP.,M.I.P

     NIP. 19830113 200112 1 00

3.  
Sumber Daya Manusia/Kepegawaian
Pada saat ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki 30 orang PNS dan 34 orang THLS. Kualifikasi PNS yang dimiliki adalah sebagaimana tertera dalam Grafik 

TABEL 1

JUMLAH PEGAWAI,TINGKAT PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN DAN JABATAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PESAWARAN PER DESEMBER 2022

	No
	Jumlah Pegawai (Orang)


	Kualifikasi Pendidikan
	Pangkat/

Golongan
	Jumlah Pejabat

	
	
	Tingkat
	Jumlah

Orang
	Gol.
	Jumlah Orang
	Eselon
	Jumlah 

(Org)
	Fungsional (Org)

	1
	64
	S-2

S-1

D-3

SLTA
	15

17

6

26
	 II.b
 IIc
 III.a
III.b

III.c

III.d

IV.a

	1
3

1

3

2

13

7
	Ess II

Ess III

Ess IV
	1

5
14
	-


4.   Sarana dan Prasarana Kantor
Sarana dan Prasarana kantor pendukung kegiatan yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah seperti yang terdapat dalam Tabel
TABEL 2

SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PERKANTORAN 

PER DESEMBER 2022

	NO
	SARANA DAN PRASARANA
	JUMLAH
	KONDISI
KET
	KET

	
	
	
	BAIK
	RUSAK RINGAN
	RUSAK BERAT
	

	1
	Camera
	3
	1
	
	2
	Diskominfotiksan

	2
	Handycam
	2
	
	
	2
	Diskominfotiksan

	3
	Komputer PC. Unit
	11
	6
	2
	3
	Diskominfotiksan

	4
	Notebook
	6
	1
	
	5
	Diskominfotiksan

	5
	Layar Proyektor
	7
	4
	
	3
	Diskominfotiksan

	6
	LCD Proyektor
	4
	3
	
	1
	Diskominfotiksan

	7
	Laptop
	11
	4
	2
	5
	1 Unit di Satgas Jakarta

	8
	Printer
	17
	6
	
	11
	1 Unit di Satgas Jakarta

	9
	Handphone
	5
	5
	
	
	Diskominfotiksan

	10
	Salon Aktif
	2
	2
	
	
	Diskominfotiksan

	11
	Scaner
	1
	1
	
	
	Diskominfotiksan

	12
	Hardisk
	6
	6
	
	
	Diskominfotiksan

	13
	Wireles
	5
	5
	
	
	Diskominfotiksan

	14
	Tripod
	2
	
	
	2
	Diskominfotiksan

	15
	Webcam
	3
	3
	
	
	Diskominfotiksan

	16
	UPS
	1
	1
	
	
	Diskominfotiksan

	17
	Televisi
	6
	5
	1
	
	1 Unit di Satgas Jakarta

	18
	Konektor LAN
	24
	24
	
	
	Diskominfotiksan

	19
	Camera Conference
	1
	1
	
	
	Diskominfotiksan

	20
	Aksespoint TPLink
	67
	67
	
	
	Diskominfotiksan

	21
	Aksespoint Ceiling
	4
	4
	
	
	Diskominfotiksan

	22
	Router
	39
	39
	
	
	Diskominfotiksan

	23
	Kabel VGA
	2
	2
	
	
	Diskominfotiksan

	24
	Micropon
	2
	2
	
	
	Diskominfotiksan

	25
	Headset
	3
	3
	
	
	Diskominfotiksan

	26
	Sepeda Motor
	4
	2
	1
	1
	1 Unit di Satgas Jakarta

	27
	Mobil
	1
	1
	
	
	Diskominfotiksan

	28
	Meja 1/2 Biro
	16
	10
	5
	1
	Diskominfotiksan

	29
	Lemari Besi
	4
	4
	
	
	Diskominfotiksan

	30
	Alat Penghancur kertas
	1
	
	1
	
	Diskominfotiksan

	31
	filling Besi
	4
	4
	
	
	Diskominfotiksan

	32
	White Board
	1
	1
	
	
	Diskominfotiksan

	33
	Sofa
	3
	2
	1
	
	1 Unit di Satgas Jakarta

	34
	AC
	7
	5
	2
	
	Diskominfotiksan

	35
	Kursi besi
	70
	45
	5
	20
	Diskominfotiksan

	36
	Meja Rapat
	3
	3
	
	
	Diskominfotiksan

	37
	Kompor gas
	1
	
	
	1
	Diskominfotiksan

	38
	Tabung gas 12 kg
	1
	1
	
	
	Diskominfotiksan

	39
	kursi 1 biro
	10
	7
	
	3
	Diskominfotiksan

	40
	mesin ketik manual
	2
	1
	1
	
	Diskominfotiksan

	41
	meja resepsionis
	1
	1
	
	
	Diskominfotiksan

	42
	Meubeler
	2
	2
	
	
	Diskominfotiksan

	43
	Lemari es
	1
	1
	
	
	Diskominfotiksan

	44
	Vacum
	1
	1
	
	
	Diskominfotiksan

	45
	CCTV
	1
	1
	
	
	Diskominfotiksan

	46
	Lemari kaca
	5
	5
	
	
	Diskominfotiksan

	47
	Speaker
	2
	2
	
	
	Diskominfotiksan

	48
	gps
	1
	1
	
	
	Diskominfotiksan

	49
	Finggerprint
	1
	1
	
	
	Diskominfotiksan

	50
	Brankas
	1
	1
	
	
	Diskominfotiksan

	51
	Scanner
	1
	1
	
	
	Diskominfotiksan

	52
	Display
	1
	1
	
	
	Diskominfotiksan

	53
	Mesin hitung manual
	3
	1
	
	2
	Diskominfotiksan

	54
	Aqua
	10
	7
	
	3
	Diskominfotiksan

	55
	Microphon
	2
	2
	
	
	Diskominfotiksan


Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pesawaran Tahun 2022
BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

A. 
GAMBARAN UMUM POTENSI UNGGULAN DAERAH

Di awal telah disebutkan bahwa Tugas Pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
B. 
PROGRAM KEGIATAN, ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
TABEL 2

PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN, ALOKASI DAN 
REALISASI ANGGARAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN 
PERSANDIAN KABUPATEN PESAWARAN 

PER  DESEMBER TAHUN 2022

	KODE REKENING
	PROGRAM, SUB KEGIATAN DAN KEGIATAN
	ANGGARAN (Rp)
	REALISASI
	MASALAH

	
	
	
	KEUANGAN (Rp)
	%
	

	2.16.01
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
	4.752.268.400
	4.622.757.334
	97.37
	

	2.16.01.2.02
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3647.959.000
	3.538.912.154
	97.64
	

	2.16.01.2.02.01
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.974.299.000
	2.966.752.618
	99.99
	

	2.16.01.2.02.02
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	673.660.000
	673.660.000
	100
	

	2.16.01.2.06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	759.958.100
	752.279.154
	98.83
	

	2.16.01.2.06.01
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	3.775.000
	3.775.000
	100
	

	2.16.01.2.06.02
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	38.149.000
	38.149.000
	100
	

	2.16.01.2.06.03
	Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga
	2.429.000
	2.427.000
	99.99
	

	2.16.01.2.06.04
	Penyediaan Bahan Logistik

Kantor
	4.996.200
	4.995.300
	99.99
	

	2.16.01.2.06.05
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	10.608.200
	10.608.200
	100
	

	2.16.01.2.06.11
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik pada SKPD
	700.000.000
	692.324.654
	98.75
	

	2.16.01.2.08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	36.000.000
	28.809.376
	48.57
	

	2.16.01.2.08.02
	Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
	36.000.000
	28.809.376
	86
	

	2.16.01.2.09
	Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	308.351.300
	302.756.650
	95.96
	

	2.16.01.2.09.02
	Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
	225.531.300
	220.056.650
	95.49
	

	2.16.01.2.09.10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi

sarana dan prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya
	82.820.000
	82.700.000
	99.99
	

	2.16.02
	Program Informasi dan Komunikasi Publik
	4.026.520.000
	3.970.661.806
	96.10
	

	2.16.02.2.01
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota
	4.026.520.000
	3.970.661.806
	96.10
	

	2.16.02.2.01.04
	Monitoring Opini dan

Aspirasi Publik
	90.000.000
	57.680.000
	64
	

	2.16.02.2.01.05
	Pengelolaan Konten dan

Perencanaan Media Komunikasi Publik
	551.500.000
	549.200.000
	99
	

	 2.16.02.2.01.07
	Layanan Hubungan Media
	3.385.020.000
	3.363.781.806
	96.10
	

	2.16.03
	Program Aplikasi Informatika
	2.341.643.100
	2.300.907.695
	
	

	2.16.03.2.01
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
	2.149.112.100
	2.108.846.295
	99.11
	

	2.16.03.2.01.02
	Penatalaksanaan dan

pengawasan Nama Domain dab Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
	61.279.650
	60.476.937
	98.80
	

	2.16.03.2.01.03
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
	2.087.832.450
	2.048.369.358
	95
	

	2.16.03.2.02
	Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	192.531.000
	192.061.400
	99.83
	

	2.16.03.2.02.10
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
	130.000.000
	130.000.000
	100
	

	2.16.03.2.02.11
	Pengelolaan Government Chief Informatian Officer (GCIO)
	34.700.000
	34.025.000
	99.71
	

	2.16.03.2.02.12
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
	27.831.000
	27.036.400
	99.99
	

	2.20.02
	      Program Penyelenggara Statistik Setoral
	138.000.000
	137.899.800
	99
	

	2.20.02.2.01
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
	138.000.000
	137.899.800
	99
	

	2.20.02.2.01.01
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	45.000.000
	44.959.900
	99
	

	2.20.02.2.01.01
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
	50.000.000
	50.000.000
	100
	

	2.20.02.2.01.01
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
	43.000.000
	42.939.900
	98.88
	

	2.21.02
	Program Penyelenggra Persandian untuk Pengamanan Informasi
	27.000.000
	26.087.000
	95
	

	2.21.02.2.01
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
	27.000.000
	26.087.000
	95
	

	2.21.02.2.01.03
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berrbasis Elektronik dan Non Elektronik
	27.000.000
	26.870.000
	95
	

	Total Nilai
	
	11.285.431.500
	11.058.313.635
	97
	


Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran
C. URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
1.   Prioritas Urusan Wajib

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran Tahun 2022.

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Mitra yang diajak Kerjasama : 

Publikasi Media Online 166 Media 

publikasi Media Cetak Harian 40 Media

Publikasi Media Cetak Mingguan 71 Media

Publikasi Media TV 13 Media

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

	NO
	PERMASALAHAN
	SOLUSI

	1


	Belum tertibnya (maksimal) Pemberitaan dan berlangganan oplah koran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan OPD lain
	· Menetapkan pembagian tugas kepada media untuk meliput/mengekspose program dimasing-masing OPD termasuk berlangganan oplah koran untuk keperluan OPD.

· Membuat regulasi terkait Kerjasama Media Massa

	2
	Masih terdapat daerah yang belum tercover jaringan telekomunikasi (Blankspot)
	· Membentuk Tim Survey Desa Blankspot untuk membantu mengatasi daerah yang belum tercover jaringan telekomunikasi.

· Dengan menggunakan sistem penembakan sinyal jaringan telekomunikasi (induksi sinyal) atau membangun  menara Telekomunikasi (BTS) Newsite dengan mengusulkan kepada pihak provider.

	3
	Kegiatan OPD yang belum terekspose melalui Dinas Kominfotiksan Kab.Pesawaran


	· dibutuhkan kegiatan Peningkatan kapasitas SDM terkait Press release pada masing-masing OPD

	4


	kompetensi SDM TIK yang belum optimal serta jumlah SDM yang terbatas
	· Melakukan Kerjasama peningkatan kompetensi SDM TIK dengan pihak akademisi/ Stake holder dan mempersiapkan SDM tenaga ahli TIK untuk mendukung kegiatan SPBE

	5
	Aplikasi yang tersedia saat ini, dibangun secara parsial sehingga sulit untuk diintegrasikan.
	· Membuat Application Programming Interface (API) pada sistem informasi yang menjadi tujuan migrasi data.


BAB III

PENUTUP    

A. KESIMPULAN
1.   Menetapkan pembagian tugas kepada media untuk meliput/mengekspose program dimasing-masing OPD, sehingga diharapkan penyebarluasan informasi pembangunan daerah serta kerjasama informasi dengan mass media dapat berjalan baik.
2.  Menetapkan pembagian tugas kepada media untuk meliput/mengekspose program dimasing-masing OPD, sehingga diharapkan penyebarluasan informasi pembangunan daerah serta kerjasama informasi dengan mass media dapat berjalan baik.

3.   Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian membuat Tim Survey Desa Blankspot untuk membantu mengatasi daerah yang belum tercover jaringan telekomunikasi dengan cara turun bersama dengan pihak Provider ke lokasi/ daerah Blankspot. Serta membantu daerah yang belum tercover jaringan telekomunikasi agar dapat teratasi. Kemudian dengan menggunakan sistem penembakan sinyal jaringan telekomunikasi (induksi sinyal) atau pembangunan menara Telekomunikasi (BTS) Newsite.
4.  Dibutuhkan kegiatan Peningkatan kapasitas SDM terkait dengan pembuatan press release kegiatan di seluruh OPD yang yang kemudian hasilnya dikoordinasikan kepada Dinas Kominfotiksan untuk di Ekspose melalui  Media Massa, Website, maupun Media Sosial yang dikelola oleh Diskominfotiksan.
5.   Dibutuhkan kolaborasi yang optimal  dengan pihak akademisi/ Stake holder dalam rangka penerapan / pelaksanaan tingkat kematangan indikator SPBE.
B. SARAN
·   Diharapkan kedepan dapat mewujudkan kejasama dengan mass media dalam hal publikasi maupun berlangganan oplah koran sehingga dapat membantu penyebarluasan informasi pembangunan daerah kabupaten Pesawaran kepada Masyarakat sesuai yang diharapkan.

·   Diharapkan kedepan dapat mewujudkan kerjasama dengan akademisi/stake holder terkait dalam rangka meningkatkan Indeks SPBE.

LAMPIRAN

	No. IKK
	IKK Output
	IKK Outcome
	Rumus
	Capaian 2022
	Keterangan


	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Non Pelayanan Dasar

	Komunikasi dan Informatika

	2.0.1
	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfotiksan
2. Persentase perangkat daerah yang mengunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfotiksan
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfotiksan
	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfotiksan
46
	
	Data Dinas Kominfotiksan

	
	
	
	Jumlah PD
	
	

	
	
	
	46
	
	

	2.0.2
	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi pemerintah
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi    
	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
5
	
	Data Dinas Kominfotiksan

	
	
	
	Jumlah layanan Publik
	
	

	
	
	
	27
	
	

	2.0.3
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota
	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota
315,217
	65,87
	Data Dinas Kominfotiksan

	
	
	
	Jumlah Penduduk
	
	

	
	
	
	478,558
	
	

	Persandian

	2.t.
	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan
2. Persentase sistem elektronik yang terdaftar ketentuan perundang-undangan
	Tingkat keamanan informasi pemerintah
	Jumlah nilai per area keamanan informasi
Jumlah area penilaian
	              -
	Belum adanya kegiatan Pengamanan Peyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Belum adanya sistem yang ada dilaksanakan oleh Bidang ITP Diskominfotiksan terkait Tanda tangan Elektronik (TTE)

	
	
	
	
	
	


	No.IKK
	No.IKK Outcome
	IKK Output
	Nilai Capaian 2022
	Keterangan

	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Non Pelayanan Dasar

	Komunikasi dan Informatika

	1
	2.o.1
	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfotiksan
	46
	

	2
	2.o.1
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfotiksan
	46
	

	3
	2.o.1
	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah
	4
	

	4
	2.o.2
	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015
	100
	

	5
	2.o.2
	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar
	27
	

	6
	2.o.2
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
	30
	

	7
	2.o.2
	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik
	
	Belum terdata layanan yang tertuang dalam proses bisnis

	8
	2.o.2
	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik
	-
	Belum adanya sistem Tanda Tangan Elektronik

	9
	2.o.2
	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
	
-
	Belum adanya sistem yang ada dilaksanakan oleh Bidang ITP Diskominfotiksan terkait Tanda tangan Elektronik (TTE)

	10
	2.o.2
	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah
	100
	

	11
	2.o.2
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah
	           7
	

	12
	2.o.2
	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah
	           7
	

	13
	2.o.2
	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)
	85
	

	14
	2.o.2
	Persentase data yang dapat berbagi pakai
	30
	

	15
	2.o.2
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city
	100
	

	16
	2.o.2
	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo
	228 Unit
	

	17
	2.o.2
	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government
	1
	

	18
	2.o.3
	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota
	100
	

	19
	2.o.3
	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)
	100
	

	20
	2.o.3
	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan
	100
	

	Persandian

	1
	2.t.1
	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan
	-
	Belum adanya pengamanan sinyal tahun 2022

	2
	2.t.1
	Persentase system elektronik yang telahmenerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah
	-
	Belum adanya sistem elektronik / sistem managen yang ada pada urusan persandian tahun 2022

	3
	2.t.1
	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah
	-
	Belum ada nya sistem elektronik yang telah di audit 

	4
	2.t.1
	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan
	-
	Belum adanya pemakaian pada PHKS


Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

 Kabupaten Pesawaran T.A 2022
	NO
	URUSAN
	BELANJA OPERASI
	BELANJA MODAL
	TOTAL BELANJA (Rp.JUTA)
	REALISASI BELANJA (Rp.JUTA)
	%
	NAMA SKPD PELAKSANA

	
	
	BELANJA PEGAWAI
	BELANJA BARANG
DAN JASA
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	3.195.039.000
	8.031.586.500
	58.806.000
	11.285.431.500
	11.064.106.599
	98
	Diskominfotiksan
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